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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Kinerja
Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Tahun Anggaran 2025 telah
selesai.

Rencana kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan untuk melaksanakan Program kerja pada tahun 2025. Agar
pelaksanaan Program kerja dapat dinilai dan diukur dengan baik, maka perlu dibuat target-
target pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga memudahkan untuk
melakukan evaluasi kinerjanya. Dalam Rencana Kinerja Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Tahun 2025 telah ditetapkan target-target untuk sasaran makro
dalam tahun 2025 serta indikator kinerja untuk input, output dan outcome yang diambil dari
RKA-KL/DIPA Bappebti tahun 2025.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan dan
Penindakan tahun 2025, semoga pelaksanaan Program Kerja tahun 2025 berjalan sesuai
rencana dan tidak ada hambatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Peraturan Perundang- undangan dan
Penindakan ini dapat bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Peraturan
Perundang- undangan dan Penindakan pada khususnya dan Bappebti pada umumnya.

Jakarta, 30 Desember 2024

KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN DAN PENINDAKAN,

~

ALDISON
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Indonesia merupakan Negara produsen sekaligus pemasok utama
Belakang beberapa komoditi primer seperti produk pertanian, perkebunan atau

pertambangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu
dapat timbul setiap saat serta melekat dalam sistem produksi dan

pemasaran komaoditi primer.

Dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke dalam tatanan
ekonomi dunia, ketatnya persaingan usaha menjadi ciri dalam dinamika
perekonomian global yang harus dihadapi perekonomian Indonesia.
Semakin ketatnya persaingan usaha memerlukan adanya pengelolaan
usaha yang efisien dan efektif. Ketidakpastian pengelolaan usaha
tersebut disebabkan antara lain dengan adanya perubahan harga
komoditi yang semakin tajam. Gejolak perkembangan harga itu dapat
menyulitkan para pelaku ekonomi di tingkat domestik atau internasional
dalam upaya melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan
distribusi. Pada akhirnya, gejolak harga tersebut dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi. Perubahan harga tersebut akan semakin besar
dirasakan akibatnya dengan adanya pengaruh perubahan kurs mata

uang, tingkat suku bunga atau inflasi.

Menghadapi  permasalahan tersebut, banyak Negara telah
mempergunakan secara luas instrumen perdagangan berjangka
sebagai sarana pengelolaan resiko akibat adanya flukuasi harga.
Melalui instrumen perdagangan berjangka tersebut, petani produsen
dan industri pengguna, eksportir dll, dapat melakukan pengelolaan
risiko melalui mekanisme hedging agar mereka terhindar kerugian dari
fluktuasi harga. Penyelenggaraan perdagangan berjangka yang tertib
dan efisien memungkinkan terbentuknya harga suatu komoditi yang
menjadi underlying kontrak berjangka. Harga yang terjadi dapat
dijadikan sebagai acuan bagi petani produsen atau industri pengguna,
dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perdagangan komoditi
tersebut. Kehadiran perdagangan berjangka juga memberikan alternatif

investasi yang menarik karena dengan modal yang relatif terbatas
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dalam bentuk margin dapat bertransaksi dalam volume transaksi yang

besar.

Namun demikian Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan
kegiatan bisnis yang sangat kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan
banyak pihak di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan suatu dasar
hukum yang kuat yang dapat memberikan kepastian hukum serta
melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka diundangkanlah Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka
penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terlaksana
secara teratur, wajar, efisien, dan efektif sehingga dapat menunjang

pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, perdagangan berjangka tidak terbatas hanya
pada komoditi primer seperti produk pertanian dan pertambangan,
tetapi telah mencakup berbagai produk yang mempunyai harga atau
nilai bisnis seperti indeks saham, suku bunga, mata uang, dll. Demikian
pula tempat perdagangannya tidak hanya terjadi di bursa tetapi juga

di luar bursa (over the counter).

Permasalahan lainnya juga muncul terutama adanya kasus-kasus
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka. Demi tegaknya hukum, maka kasus-kasus
tersebut harus mendapat perhatian yang serius yaitu dengan
melakukan penegakan hukum. Biro Perundang-undangan PBK, SRG,
dan PLK sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum di
bidang PBK dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta
melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti
Kepolisian dan Kejaksaan. Diharapkan dengan penanganan kasus-
kasus di bidang perdagangan berjangka secara cepat dan tepat, maka
kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia dapat berjalan dengan
tertib dan efisien. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pun kemudian
disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
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1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan dibentuknya
Undang-Undang ini, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan
terhadap praktik di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi secara

global.

Sementara itu, di bidang Sistem Resi Gudang juga diundangkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Dengan adanya Undang-Undang ini, Sistem Resi Gudang dapat
memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan
inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang
juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi
cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu,
Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk
pengendalian harga dan persediaan nasional.

Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di
lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang,
di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang
relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang
mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan
(mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya
mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan
kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Sehingga pada
tahun 2011, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut di atas, maka
diharapkan Indonesia siap menghadapi tuntutan kebutuhan dunia
usaha beserta perubahannya yang sangat cepat sehingga dapat ikut

serta berperan aktif di bidang ekonomi khususnya perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan, Biro Perundang - undangan PBK, SRG, dan PLK
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan

penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum lainnya, pemberian
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pelayanan hukum, dan litigasi di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Biro Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan
Perundang - dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan
undangan

PBK, SRG, dan Pasar Lelang Komoditas, maka perlu dilakukan pengaturan dan
PLK Sebagai

Unit Kerja pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses
Yang hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai
Melakukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi pengaturan
Penegakan ’

Hukum & dimaksud adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan teknis
pengaturan

PBK, SRG, PLK sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang—-Undang, Peraturan
dan Pasar Fisik Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan, Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK sebelum
adanya perubahan nomenklatur Biro melakukan penegakan hukum
terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak
langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya
fungsi pengaturan dan penindakan tersebut maka penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas dapat terlaksana secara teratur, wajar, tertib, efisien dan

efektif, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

B.Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Biro Perundang-undangan
Organisasi Biro : .

PBK, SRG, dan PLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
Perundang -

undangan PBK, perumusan dan penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum
SRG, dan PLK . , e

lainnya, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar

Lelang Komoditas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perundang-undangan PBK,

SRG, dan PLK Bappebti menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta
telaahan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdagangan

berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang
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Struktur
organisasi Biro
Peraturan
Perundang -
undangan dan
Penindakan
Bappebti

komoditas;

b. pelaksanaan pelayanan hukum dan litigasi, penyediaan sarana
penyelesaian perselisihan, serta pemberian pendapat hukum
terhadap permasalahan di bidang perdagangan berjangka komoditi,

sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
ketentuan kelembagaan dan Kkegiatan bidang perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang

komoditas;

d. penyiapan rancangan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang dan
pasar lelang komoditas;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan penyusunan instrumen hukum lainnya di bidang
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas;

f. penyiapan pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan di
bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan

pasar lelang komoditas;

g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi peraturan
perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di bidang
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar

lelang komoditas; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Biro
Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem

Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan, struktur organisasi Biro Perundang-undangan PBK,
SRG, dan PLK Bappebti terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
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Rencana Kerja
2025
menjabarkan
upaya
pencapaian
target

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
barang milik/lkekayaan negara, tata persuratan, kearsipan,
kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan
internal, dan manajemen risiko di Biro Perundang-undangan PBK,
SRG, dan PLK.

C. Ruang Lingkup

Rencana Kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK
Bappebti Tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran rencana kerja
yang diharapkan selama tahun anggaran 2025 dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan upaya-upaya yang akan
dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam

kerangka pemenuhan misi yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro Perundang-
undangan PBK, SRG, dan PLK BAPPEBTI Tahun 2025 meliputi;

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tugas pokok dan
fungsi, serta ruang lingkup

Bab ll. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (terkait dengan tugas
dan fungsi)

Bab Ill. Rencana Kerja meliputi: Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan
indikator sasaran, serta Program, Kegiatan dan indikator
kegiatan

Bab IV. Penutup
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Capaian
Kinerja Biro
Perundang-
undangan
PBK, SRG,
dan PLK
tahun 2023:

Pencapaian
Kinerja
program dan
kegiatan
yang sesuai
dengan
rencana awal

Capaian-1:

Persentase
Regulasi di
bidang
Perdagangan
Berjangka
Komoditi,
Sistem Resi
Gudang dan
Pasar Lelang
Komoditas
yang di Uji
Publik

BAB I
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dari hasil pengukuran yang didapat, rata-rata capaian indikator kinerja utama
dalam waktu satu tahun (selama tahun 2023) adalah 114,49% (seratus
empat belas koma empat puluh sembilan persen). Hal ini dapat dilihat
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG,
dan PLK Bappebti tahun 2023. Dapat dilihat juga nilai capaian realisasi Pagu
Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti sebesar 99,78%
(sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen)
menunjukkan bahwa persentase hasil yang dicapai hampir sesuai dengan

rencana.

Kilas capaian sasaran kinerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK
Bappebti Kementerian Perdagangan dari Januari 2023 sampai dengan
Desember 2023 sebagai berikut:

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan
masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta
memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam
perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti
perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap
keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk pembuatan atau

penyempurnaan peraturan yang ada.

Pada tahun 2023, ditargetkan Persentase Regulasi di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang
di Uji Publik dikeluarkan sebanyak 6 (enam) peraturan atau 82% (delapan
puluh dua persen) dan dapat direalisir sebanyak 14 (empat belas)
Peraturan Bappebti dan Surat Edaran atau 100% (seratus persen). Adapun
14 (empat belas) Peraturan Bappebti dan Surat Edaran yang dapat
direalisasi pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Secara keseluruhan IK-1 ini mencapai target sebesar 121,95% (seratus dua

puluh satu koma sembilan puluh lima persen).
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Tabel 1
Peraturan Kepala Bappebti Tahun 2023

Nomor Peraturan Judul Peraturan
No. | Bappebti/Surat Edaran Kepala | Bappebti/Surat Edaran Kepala
Bappebti Bappebti
1. | Peraturan Bappebti Nomor 1 | tentang Perubahan Atas
tahun 2023 Peraturan Bappebti Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penasihat
Berjangka dan Wakil Penasihat

Berjangka
2. | Peraturan Bappebti Nomor 2 | tentang Perubahan Atas
tahun 2023 Peraturan Bappebti Nomor 2

Tahun 2022 tentang Penetapan
Daftar Bursa Berjangka dan
Kontrak  Berjangka dan/atau
Kontrak Derivatif Lainnya Dalam
Rangka Penyaluran Amanat
Nasabah ke Bursa Berjangka

Luar Negeri
3. | Peraturan Bappebti Nomor 3 |tentang Kriteria Akuntan Publik
tahun 2023 dan Kantor Akuntan Publik di
Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi
4. | Peraturan Bappebti Nomor 4 | tentang Perubahan Atas
tahun 2023 Peraturan Bappebti Nomor 11

Tahun 2022 tentang Penetapan
Daftar Aset Kripto yang
Diperdagangkan di Pasar Fisik

Aset Kripto
5. | Peraturan Bappebti Nomor 5 |tentang Pedoman Pencegahan
Tahun 2023 Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal Oleh Pialang
Berjangka, Calon Pedagang
Fisik Aset Kripto dan Pedagang
Fisik Aset Kripto

6. | Peraturan Bappebti Nomor 6 | tentang Perubahan atas
Tahun 2023 Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi Nomor 5
Tahun 2017 tentang Sistem
Perdagangan Alternatif
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Peraturan Bappebti Nomor 7

Tahun 2023

tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perdagangan Pasar Fisik Minyak
Sawit Mentah (Crude Palm Oil)
di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 8

Tahun 2023

tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal Oleh Pialang
Berjangka, Calon Pedagang
Fisik Aset Kripto dan Pedagang
Fisik Aset Kripto

Peraturan Bappebti Nomor 9

Tahun 2023

tentang Kewajiban Pelaporan
Keuangan Pedagang Fisik Emas
Digital dan Pedoman Pencatatan
Akuntansi Atas Perdagangan
Pasar Fisik Emas Digital

10.

Surat Edaran Bappebti Nomor
04/BAPPEBTI/SE/01/2023

tentang Perubahan Atas
Peraturan Bappebti Nomor 7
Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk
Calon Wakil Pialang Berjangka,
Wakil Penasihat Berjangka, dan
Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka

11.

Surat Edaran Bappebti Nomor
53/BAPPEBTI/SE/01/2023

tentang Penetapan Daftar Aset
Kripto yang Diperdagangkan di
Pasar Fisik Aset Kripto

12.

Surat Edaran Bappebti Nomor
157/BAPPEBTI/SE/05/2023

tentang Penyelenggaraan
Penyampaian Nasihat Berbasis
Teknologi Informasi  Berupa
Expert Advisor di Bidang
Perdagangan Berjangka

13.

Surat Edaran Bappebti Nomor
203/BAPPEBTI/SE/07/2023

tentang Perubahan Atas
Peraturan Bappebti Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perdagangan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
Asset) di Bursa Berjangka

14.

Surat Edaran Bappebti Nomor
336/BAPPEBTI/SE/11/2023

tentang Penegasan Ketentuan
Hanya Wakil Pialang Berjangka
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Yang Berhak Berhubungan
Langsung Dengan Nasabah dan
Calon Nasabah

Sumber data: Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK, Bappebti

IK-1 ini didukung oleh beberapa kegiatan pendukung yaitu:

1. Jumlah Peraturan Pelaksana UU Perubahan UU PBK
Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut dengan telah disahkannya UU
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Jumlah Peraturan Pelaksana UU Perubahan UU SRG
Sejalan dengan hal tersebut, di bidang Sistem Resi Gudang pun Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga
Pelaksana Penjaminan Resi Gudang telah diterbitkan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 2022.

3. Jumlah Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang
Perdagangan Berjangka Komaoditi (PBK)
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi diantara para pelaku usaha
PBK terhadap implementasi dari peraturan-peraturan di bidang PBK yang
baru diterbitkan oleh Bappebti. Diharapkan melalui pertemuan teknis ini
para pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat
mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Bappebti dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelanggaran di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi dapat berkurang.
Pada tahun 2023 ini, target awal untuk Pertemuan Teknis Implementasi
Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebanyak 1
(satu) kali. Dalam pelaksanaannya selama tahun 2023 dapat

direalisasikan sebanyak 1 (satu) kali yaitu di Aceh.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian pada tahun 2023,
capaian pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 3,05% (tiga koma nol
lima persen). Dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 6 (enam)
peraturan atau 80% (delapan puluh persen) yang terealisasi adalah 21 (dua

belas) peraturan (125%).
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Capaian-2:

Persentase
Realisasi
Pengenaan
Sanksi atau
Penindakan
lebih lanjut
Berdasarkan
Rekomendas
i Hasil
Identifikasi,
Pemeriksaan
teknis,
Pemeriksaan
atau
Penyidikan

Capaian-2 ini mencapai target sebesar 100% (seratus persen).

Pada tahun 2023, Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti
mempunyai target Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan
lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis,
Pemeriksaan atau Penyidikan adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan)
dokumen atau 77% (tujuh puluh tujuh persen). Hal ini terealisasi sebesar
123 (seratus dua puluh tiga) dokumen atau dalam presentase sebesar
129,87% (seratus dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen)
dimana dari 68 (enam puluh delapan) yang ditargetkan kepada Biro
Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK untuk ditangani dan berhasil
ditangani, adapun rincian kegiatannya terdiri dari 30 (tiga puluh) perusahaan
diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 58 ( lima puluh delapan)
nasabah dan perusahaan, 23 (dua lupuh tiga) kali gelar kasus, penyidikan
terhadap 3 (tiga) perusahaan, Rapat koordinasi dengan aparat penegak
hukum dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) dan realisasi pengenaan
sanksi berdasarkan hasil identifikasi, pemeriksaan dan penyidikan terhadap
pelaku usaha sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sanksi.

Adapun rincian perusahaannya adalah sebagai berikut:

A. Perusahaan yang diundercover/identifikasi

Tabel 2
Matriks capaian 2

No Kegiatan Target 2023 Capaian 2023
1. Diidentifikasi/diundercover 20 dokumen 30 dokumen
2. Pemeriksaan 28 dokumen 58 dokumen
3. Penyidikan 2 dokumen 3 dokumen
4. Gelar Kasus 5 dokumen 23 dokumen
5. Rapat Koordinasi dengan aparat 1 dokumen }
penegak hukum
6. Partisipasi sebagai Satgas 12 dokumen 18 dokumen
Waspada Investasi
TOTAL 68 dokumen 132 dokumen

Sumber data: Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK, Bappebti

Adapun faktor penting penyebab keberhasilan terhadap pelaksanaan IK-2 ini

adalah karena adanya dukungan penuh dari semua pihak terkait terutama
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pelaku usaha dan kepolisian di daerah sehingga Bappebti berhasil
menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam
melakukan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK, SRG, dan
PLK.

Beberapa kegiatan penunjang dalam mendukung IK-2 ini adalah:
1. Jumlah Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat
penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya
dalam rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK.

Pada tahun 2023 kegiatan Rapat Koordinasi dengan aparat penegak
hukum tidak dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat
pandemi Covid-19

2. Jumlah pemblokiran terhadap website/domain yang tidak mendapatkan izin

Kegiatan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari
penawaran investasi tidak berizin, Biro Perundang-undangan PBK, SRG,
dan PLK juga melaksanakan tindakan pencegahan berupa pemblokiran
terhadap domain situs web entitas tidak berizin di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi. Hal ini juga terkait dengan keanggotaan Bappebti
dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diwakili oleh Biro Perundang-
undangan PBK, SRG, dan PLK. Pada tahun 2023 sebanyak 1856 (seribu
delapan ratus lima puluh enam) domain situs yang tidak mendapatkan

izin telah di blokir.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023,
capaian pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 3,46% (tiga koma empat
puluh enam persen), dimana pada tahun 2022 capaiannya adalah sebesar
133,33% (seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) yang
ditargetkan.

Capaian-3 ini mencapai target 98,90% (sembilan puluh delapan koma

sembilan puluh persen).

Capaian-3:

Pada tahun 2023, Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK
Persentase .
Pemenuhan menargetkan pemenuhan Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang

Konsultasi Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK sebanyak 10 (sepuluh) atau dalam

Huk .
Hum persentase sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan dapat terlaksana




RENCANA KERJA BIRO PERATURAN PERUNDANG- | 2025
UNDANGAN DAN PENINDAKAN

tentang sebanyak 101 (seratus satu) pemberian saksi ahli dan asistensi atau dalam
Peraturan di o .

Bidang PBK, persentase 84,07% (delapan puluh empat koma nol tujuh persen),
SRG dan sehingga persentase capaian tahun 2023 adalah 98,90% (sembilan puluh
PLK

delapan koma sembilan puluh persen).

Tercapainya target untuk IK-3 ini adalah karena adanya dukungan penuh dari
semua pihak terkait terutama pelaku usaha dan kepolisian sehingga Bappebti
berhasil menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam
hal pemenuhan saksi ahli dan menangani perkara PTUN, PN, dan
Praperadilan. Adapun bentuk dukungan penuh tersebut yaitu berupa ikut
berpartisipasi aktif dalam setiap perkara yang ditangani atau melibatkan

Bappebiti.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian pada tahun 2023 terjadi
penurunan sebesar 10,43% (sepuluh koma empat puluh tiga persen),
capaian 2022 vyaitu 90,75% (sembilan puluh koma tujuh puluh lima
persen) dimana permintaan saksi ahli dan asistensi telah terlaksana 216 (dua
ratus enam belas) dokumen dengan realisasi sebesar 109,33% (seratus
sembilan koma tiga puluh tiga persen). Namun, penurunan capaian

tersebut dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada indikator.

Capaian-4 ini mencapai target 100% (seratus persen).

Sedangkan untuk Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan
Perselisihan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 10 (sepuluh) dokumen

atau dalam persentase sebesar 85% (delapan puluh lima persen), dapat

Capaian-4:
terealisasikan sebanyak 101 (seratus satu) dokumen penanganan perkara di
Persentase
PTUN, PN dan BAKTI atau dalam persentase sebesar 100% (seratus
Pemenuhan . .
persen) dan Permintaan dan/atau Pemenuhan Penanganan Perselisihan
Litigasi dan : . . .
g telah dilaksanakan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kali serta
Penanganan

terdapat 16 (enam belas) dokumen kegiatan ketatausahaan, sehingga
Perselisihan i )
persentase capaiannya adalah sebesar 117,64% (seratus tujuh belas koma

enam puluh empat persen).

Adapun perkara yang telah ditangani oleh Bappebti tahun 2023 disajikan
pada Tabel 3.
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Tabel 3

Perkara Yang Ditangani Biro Peraturan Perundang-undangan Dan

Penindakan Selama Tahun 2023

PERKARA

PENGADILAN

KETERANGAN

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan (8

kali)

Gugatan Perkara Perdata di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor:
776/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel
tanggal 2 Januari, 9
Januari, 16 Januari, 30
Januari, 20 Februari, 13
Maret, 3 April dan 17 April
2023

PT Bestprofit
Futures

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan (6

kali)

Gugatan Perkara Perdata di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor:
522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

tanggal 5 Januari, 11
Januari, 9 Februari, 23
Februari, 30 Maret dan 13
April 2023

Peterfi
Sufandri;
Tjahjadi
Rahardja;

PT  Rajawali
Bintang
Mandiri;

PT Hamparan
Anugrah llahi;
Bappebiti;
OJK;

Kominfo.

Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (19

kali)

Dalam rangka penanganan
perkara Gugatan Perdata
Nomor
996/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel,
9 Januari, 16 Januari, 15
Mei, 24 Juli, 7 Agustus, 21
Agustus, 28 Agustus, 4
September, 18 September,
2 Oktober, 9 Oktober, 16
Oktober, 30 Oktober, 7
November, 14 November,
21 November, 28
November, 12 Desember
dan 19 Desember 2023

Erwin
Seriyanto
(Tergugat 1),

Erwan
Seriyanto
(Tergugat I1),

Stephanie
Mulyadi
(Tergugat IlI),

PT Global
Kapital
Investama
Berjangka
(Tergugat 1V),

2025
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dan Badan
Pengawas
Perdagangan
Komoditi
(Turut
Tergugat)

Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (17
kali)

Dalam rangka penanganan
perkara Gugatan Perdata
Nomor
777/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst
tanggal 16 Januari, 24
Januari, 31 Januari, 7
Februari, 14 Februari, 7
Maret, 21 Maret, 4 April, 11
April, 9 Mei, 16 Mei, 6 Juni,
13 Juni, 20 Juni, 27 Juni, 4
Juli dan 8 Agustus 2023

PT Royal Trust
Futures,
Tergugat Il
Yulius Sutanto
dan Tergugat
1] Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka
Komaoditi

Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (12
kali)

Dalam rangka penanganan
perkara Perdata Nomor
360/PDT.G/2023/PN.Jkt.Sel
. tanggal 15 Mei, 29 Mei, 5
Juni, 12 Juni, 3 Juli, 10 Juli,
24 Juli, 7 Agustus, 14
Agustus, 21 Agustus, 28
Agustus, dan 18 September
2023 dengan Penggugat
sdr. Bonaparte Situmorang
dan PT Rifan Financindo
Berjangka (Tergugat 1),
Bappebti (Tergugat II) serta
Menteri Perdagangan
(Tergugat III)

PT Rifan
Financindo
Berjangka
(Tergugat 1),
Bappebti
(Tergugat 1),
serta Menteri
Perdagangan
(Tergugat 1)

Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (12
kali)

Dalam rangka penanganan
Gugatan Perkara Perdata
Nomor
780/Pdt.G/2023/PN.JKT.SE
L. tanggal 5 September, 12
September, 19 September,
26 September, 3 Oktober,
17 Oktober, 31 Oktober, 7
November, 21 November, 5
Desember, 12 Desember
dan 19 Desember 2023

PT Bestprofit
Futures
(Tergugat) dan
Bappebti
(Turut
Tergugat)

2025
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7. | Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (12
kali)

Dalam rangka penanganan
Gugatan Perkara Perdata
Nomor
788/Pdt.G/2023/PN.JKT.SE
L. tanggal 11 September,
18 September, 25
September, 2 Oktober, 16
Oktober, 30 Oktober, 6
November, 13 November,
27 November, 4 Desember,
11 Desember dan 18
Desember 2023

PT Rifan
Financindo
Berjangka
(Tergugat),
Bappebti
(Turut
Tergugat )
serta PT Bursa
Berjangka
Jakarta (Turut
Tergugat II)

8. | Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (8
kali)

Dalam rangka penanganan
Gugatan Perkara Perdata
Nomor
554/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst
. tanggal 6 September, 27
September, 5 Oktober, 19
Oktober, 26 Oktober, 2
November, 9 November dan
16 November 2023

PT Equityworld
Futures
(Tergugat )]
dan Bappebti
(Turut
Tergugat II)

9. | Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (7
kali)

Dalam rangka penanganan
Gugatan Perkara Perdata
Nomor
603/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst

tanggal 4 Oktober, 10
Oktober, 25 Oktober, 15
November, 29 November, 5
Desember, dan 12
Desember 2023

PT United Asia
Futures
(Tergugat 1)
dan Bappebti
(Turut
Tergugat II)

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan

Bappebti

Tabel 4

Penindakan,

Penyusunan Program dalam Ketatausahaan Biro 2023

1. Bogor

Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui
Surat Nomor: KP.00.01/43/Bappebti.1/UND/1/2023
tanggal 10 Januari 2023 perihal Undangan
Finalisasi Rapat Kerja Bappebti 2023

2025
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Batam, Kep.
Riau

Menghadiri Undangan Kepala Biro Hubungan
Masyarakat melalui surat Nomor: HM.02.00/58/SJ-
DAG/1/2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai
Undangan Menghadiri Kegiatan Kemendag Goes to
Campus

Bali

Mendampingi Kegiatan Asistensi Hukum dalam
Penanganan Kasus Perdagangan Berjangka
Komoditi dalam memenuhi permintaan Direktur
Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali
melalui Surat
Nomor:B/1653/XI/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus
tanggal 22 November 2022 perihal Undangan
Klarifikasi

Lampung

Menghadiri Undangan Kepala Biro Perencanaan
melalui surat Nomor: PR.02.00/10/SJ-
DAG/UND/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal
Undangan RAKER Kementerian Perdagangan
tahun 2023

Depok

Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Perdagangan melalui surat
Nomor: DL.00.00/591/SJ-DAG.8/ND/02/2023 perihal
Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis
Pengawasan Barang dan Jasa Tahun 2023

Bandung

Menghadiri Undangan Kepala Biro Hubungan
Masyarakat melalui surat Nomor: HM.02.00/260/SJ-
DAG/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 mengenai
Undangan Menghadiri Kegiatan Kemendag Goes to
Campus

Depok

Menghadiri kegiatan Tindak Lanjut Pembahasan
Peta Risiko 2023 menindaklanjuti Undangan
Sekretaris Bappebti melalui surat Nomor:
OT.01/254/BAPPEBTI.1/ND/3/2023 tanggal 30
Maret 2023

Bandung

Menghadiri Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis
Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan periode
Mei 2023 melalui surat Nomor: KP.02.02/2183/SJ-
DAG.10/ND/5/2023 tanggal 15 Mei 2023




RENCANA KERJA BIRO PERATURAN PERUNDANG- | 2025

UNDANGAN DAN PENINDAKAN

Tangerang
Sel., Banten

Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui
surat Nomor: TU.03/411/BAPPEBTI.1/UND/6/2023
tanggal 9 Juni 2023 mengenai Undangan Review
Peta Risiko Bappebti 2023

10.

Surakarta

Menghadiri Undangan Sekretariat Jenderal melalui
surat Nomor: TU.03/156/SJ-DAG/UND/05/2023
tanggal 30 Mei 2023 mengenai Undangan Rapat
Koordinasi SDM Kementerian Perdagangan Tahun
2023

11.

Bandung

Menghadiri Undangan Sekretariat Jenderal melalui
surat Nomor: HM.00/644/SJ- DAG/UND/06/2023
tanggal 19 Juni 2023 mengenai Undangan Forum
Komunikasi Informasi Publik

12.

Depok

Menghadiri Undangan Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia melalui surat Nomor:
KP.06.06/1517/SJ-DAG.2/ND/7/2023 tanggal 25 Juli
2023 mengenai Pemanggilan Peserta Pelatihan
Implementasi Manajemen Talenta Sektor Publik

13.

Bekasi

Menghadiri Undangan Kepala Biro Umum dan
Layanan Pengadaan melalui surat Nomor:
PL.01/6367/SJ-DAG.5/UND/08/2023 tanggal 24
Agustus 2023 mengenai Monitoring dan Evaluasi
Penginputan SIRUP, Capaian P3DN dan Capaian
Transaksi Pembelian Melalui Katalog Sektoral di
Lingkungan Kementerian Perdagangan

14.

Depok

Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui
surat Nomor: TU.03/598/BAPPEBTI.1/UND/8/2023
tanggal 29 Agustus 2023 mengenai Undangan
Pembahasan Peta Proses Bisnis

15.

Tangerang,
Banten

Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui
surat Nomor: PR.02/292/BAPPEBTI.1/UND/9/2023
tanggal 27 September 2023 mengenai Undangan
Penyusunan Rencana Aksi 2024 dan Rencana
Strategis 2025-2029
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16.

Tangerang,
Banten

Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui
surat Nomor: OT.04/362/BAPPEBTI.1/UND/10/2023
tanggal 17 Oktober 2023 mengenai Undangan
Rapat Penyusunan Story Line Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Tema “Pengendalian Inflansi”

Bappebti

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan,

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian pada tahun 2023 terjadi

penurunan sebesar 2,84% (dua koma delapan puluh empat persen),

capaian 2022 yaitu 120,48% (seratus dua puluh koma empat puluh
delapan persen) dimana pemenuhan litigasi telah terlaksana 50 kali.
Tabel 5

Realisasi Anggaran Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK
Tahun 2023

No.

SASARAN

Meningkatnya
hasil
pelayanan
hukum
terhadap
pelaku usaha
di bidang
Perdagangan
Berjangka
Komoditi,
Sistem Resi
Gudang, dan
Pasar Lelang

INDIKATOR
KINERJA

Persentase
Regulasi di
Bidang
Perdagangan
Berjangka
Komiditi,
Sistem Resi
Gudang dan
Pasar Lelang
Komoditas
yang diuji
Publik

ANGGARAN
2023

555.434.000

REALISASI
ANGGARAN

554.764.679

%
REALISASI

99,88%

Persentase
Realisasi
Pengenaan
Sanksi atau
Penindakan
lebih lanjut
Berdasarkan
Rekomendasi
Hasil
Identifikasi,
Pemeriksaan

teknis,

1.537.690.000

1.409.724.116

99,72%
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Pemeriksaan
atau

Penyidikan

Persentase
Pemenuhan
Konsultasi
Hukum
tentang
Peraturan di
Bidang PBK,
SRG dan PLK

220.000.000

219.863.271

99,94%

Persentase
Pemenuhan
Litigasi dan
Penanganan

Perselisihan

158.840.000

158.427.179

99,74%

TOTAL

2.471.964.000

2.466.414.385

99.78%

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan,

Bappebti
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BAB Il
RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. Visidan Misi

VISI Sesuai dengan perencanaan strategis (Renstra) yang telah disusun
dengan mengacuh pada visi Presiden tahun 2025-2029 yaitu
"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

MISI Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian
Perdagangan memiliki tujuan vyaitu “Peningkatan Konsumsi
Nasional yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”, dengan
sasaran strategis yang salah satunya terkait dengan tugas dan
fungsi Bappebti yaitu “Terwujudnya Pembentukan Harga melalui

Perdagangan Berjangka Komoditi”

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bappebti, maka tujuan
yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 adalah sebagai
berikut:

1. Menciptakan pembentukan harga yang transparan melalui
Bursa Berjangka;

2. Meningkatkan pemanfaatan SRG sebagai alternatif
pembiayaan;

3. Meningkatkan pemanfaatan Pasar Lelang melalui efisiensi
pelaksanaan Pasar Lelang;

4. Meningkatkan penegakan dan penanganan proses hukum
agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para pelaku
usaha dan masyarakat;

5. Meningkatnya kualitas SDM Bappebti, diseminasi informasi
dan pengembangan administrasi modern untuk mendukung
tata kelola pemerintahan yang baik;

6. Meningkatkan upaya pengkajian dan pengembangan pasar

komoditi di Indonesia sesuai kebutuhan pasar.
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Sasaran Biro
Perundang -
undangan
PBK, SRG, dan
PLK 2025

C.

Program

Bappebti

Biro Perundang-
undangan PBK,
SRG, dan PLK
Melaksanakan
Program
Meningkatnya
hasil pelayanan
hukum terhadap
Pelaku Usaha di
Bidang
Perdagangan
Berjangka

Sedangkan yang menjadi tujuan Biro Perundang-undangan
PBK, SRG, dan PLK Bappebti adalah:

1

4.

. Penyusunan

peraturan perundang-undangan

yang
komprehensif;
Peningkatan pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan dan
penyidikan secara cepat dan akurat, serta menetapkan
sanksi yang tegas;

Penanganan proses perkara gugatan hukum di pengadilan;

Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan organisasi Biro

Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti yang lebih

spesifik dan terukur.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,

Biro Perundang-

undangan PBK, SRG, dan PLK BAPPEBTI menetapkan sasaran
sebagai berikut:

“

usaha di

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku

bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi

Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas”

Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, maka

untuk mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang ada,

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

memiliki

Program Peningkatan Perdagangan Berjangka

Komoditi.

Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK sebagai unit
eselon 1l di lingkungan Bappebti memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang,
dan Pasar Lelang Komoditas. Kegiatan tersebut dijabarkan dalam
bentuk per output Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK

yang terdiri dari:

2025
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Komoditi, - Output pertama Persentase Regulasi Di Bidang PBK, SRG, dan
Sistem Resi - . . : .
Gudang, dan PLK Yang Diuji Publik yang di dukung 5 sub kegiatan yaitu:
Pasar Lelang 1. Perumusan, Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan
Komoditas yang

dijabarkan PBK

dalam 10 Kegiatan ini ditujukan agar peraturan yang disusun dapat tepat
Kegiatan

sasaran maka Bappebti perlu melakukan perumusan terhadap
semua bahan (buku referensi, laporan masyarakat, usulan
pelaku pasar, usulan unit terkait, pengarahan pimpinan, internet
dan lain-lain) yang berkaitan dengan penyusunan peraturan di
bidang perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar
lelang Komoditi.

Penerima manfaat dari kegiatan perumusan, penyempurnaan,
dan penyusunan peraturan PBK ini adalah Bappebti, instansi
terkait dan para pelaku usaha di bidang PBK.

Keluaran (output) dari kegiatan perumusan, penyempurnaan
dan penyusunan peraturan dibidang PBK yaitu adanya hasil
perumusan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
serta tersusunnya peraturan yang lebih lengkap dan sesuai

perkembangan, kurang lebih 4 (empat) Peraturan.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah perumusan, penyempurnaan dan penyusunan

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan PBK.

2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

proses uji publik. Pada proses ini Bappebti mengundang pihak
internal dan eksternal untuk memberikan masukan atau
tanggapan atas substansi pengaturan peraturan tersebut. Hasil
dari uji publik tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk menyempurnakan rancangan rumusan peraturan. Uji
publik tersebut juga bermanfaat untuk mengetahui analisis
kesesuaiannya agar peraturan tersebut tidak bertentangan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Keluaran (output) dari kegiatan Uji Publik Regulasi di Bidang
PBK, SRG dan PLK vyaitu adanya hasil masukan atau

tanggapan dari peserta uji publik yang disusun sebagai laporan
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pelaksanaan. Hasil pelaksanaan uji publik akan menjadi
penyempurnaan draft regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK,
kurang lebih 5 (lima) kali Uji Publik.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah  pelaksanaan uji  publik akan  menjadi
penyempurnaan draft regulasi di bidang PBK, SRG dan
PLK.

Sosialisasi Peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK
(Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan)

Kegiatan ini ditujukan agar setiap ketentuan di bidang PBK, PLK
dan SRG dapat lebih dipahami dan diimplementasikan dengan
baik oleh para pelaku usaha sehingga tidak ada multitafsir
dalam pelaksanaannya.

Penerima manfaat dari kegiatan pertemuan teknis implementasi
ketentuan di bidang PBK ini adalah para pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka Komaoditi.

Kegiatan pertemuan teknis dilakukan dengan mengadakan
pertemuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan
persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha. Hal-hal
yang perlu diinformasikan antara lain :

— Pemahaman tentang ketentuan perdagangan berjangka;

— Ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan berjangka;
— Invetarisasi permasalahan terkait dengan penerapan

peraturan;

— Sanksi atas pelanggaran ketentuan.

Keluaran (output) dari kegiatan pertemuan teknis ini adalah
terlaksananya pertemuan teknis implementasi ketentuan di
bidang perdagangan berjangka komoditi dengan para pelaku
usaha sebanyak 60 (enam puluh) orang yang diselenggarakan

pada tahun anggaran 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah pertemuan teknis implementasi kebijakan teknis di
bidang PBK, SRG dan PLK.
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Perumusan, Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan
SRG dan PLK

Kegiatan ini ditujukan agar peraturan yang disusun dapat tepat
sasaran maka Bappebti perlu melakukan perumusan terhadap
semua bahan (buku referensi, laporan masyarakat, usulan
pelaku pasar, usulan unit terkait, pengarahan pimpinan, internet
dan lain-lain) yang berkaitan dengan penyusunan peraturan di
bidang perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar
lelang Komoditi.

Penerima manfaat dari kegiatan perumusan, penyempurnaan,
dan penyusunan peraturan ini adalah Bappebti, instansi terkait
dan para pelaku usaha di bidang SRG.

Keluaran (output) dari kegiatan perumusan, penyempurnaan
dan penyusunan peraturan dibidang SRG yaitu adanya hasil
perumusan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
serta tersusunnya peraturan yang lebih lengkap dan sesuai

perkembangan, kurang lebih 1 (satu) Peraturan.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah perumusan, penyempurnaan dan penyusunan

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan SRG dan PLK.

Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan
Berjangka Komoditi

Kegiatan ini ditujukan agar peraturan yang disusun dapat tepat
sasaran maka dengan mempertimbangkan keberadaan dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi telah berjalan hampir 11
(sebelas) tahun maka perlu ada kajian, analisis atau legal audit
untuk menilai dan mencermati substansi pengaturan yang
berlaku saat ini disandingkan dengan praktik serta kebutuhan
pengaturan ke depan dalam penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi.

Penerima manfaat dari legal audit peraturan di bidang PBK

adalah Bappebti, instansi terkait, masyarakat dan para pelaku
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usaha di bidang PBK. Seluruh pihak yang terkait di dalamnya
termasuk pemangku kepentingan lain di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi menerima manfaat atas kegiatan tersebut
terutama dari sisi kebutuhan hukum, kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi masyarakat selaku Nasabah di bidang
PBK.

Keluaran (output) dari legal audit peraturan di bidang PBK yaitu
terlaksananya pelaksanaan kegiatan legal audit peraturan di
bidang PBK. Total pelaksanaannya yaitu 1 (satu) dokumen
Rancangan Peraturan/Rekomendasi Perubahan Peraturan hasil
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
¢ Jumlah Rancangan Peraturan/Rekomendasi Perubahan

Peraturan.

-Output kedua Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau
Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil
Identifikasi, Pemeriksaan Teknis, Pemeriksaan, atau
Penyidikan yang di dukung 13 sub kegiatan yaitu:

1. Identifikasi (Undercover) Pihak yang diduga Melanggar

PBK dan SRG

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan bukti
awal yang cukup atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha PBK dan SRG.

Penerima manfaat dari kegiatan identifikasi (undercover) pihak

yang diduga melanggar PBK dan SRG ini adalah :

1. Masyarakat luas sebagai konsumen
Kasus-kasus perdagangan berjangka dewasa ini semakin
marak dan modusnya pun semakin kompleks dengan
nasabah yang biasanya sebagai pihak yang dirugikan akibat
praktik perdagangan berjangka yang dilarang. Adalah
kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan-
pengaduan dari masyarakat yaitu dengan melakukan
identifikasi terhadap praktek-praktek perdagangan berjangka

yang dilarang dan sistem resi gudang.
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2. Pelaku Usaha
Dengan adanya identifikasi terhadap praktek perdagangan
berjangka yang dilarang juga akan melindungi kepentingan
semua pelaku usaha yang telah beroperasional sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerintah
Penegakan hukum khususnya identifikasi ini diharapkan
akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan serta
citra perdagangan berjangka dan sistem resi gudang di
masyarakat.
Keluaran (output) dari kegiatan identifikasi pihak yang diduga
melanggar Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi
Gudang ini adalah tersusunnya laporan Hasil ldentifikasi
beserta rekomendasi yang didasarkan dari hasil kegiatan
identifikasi tersebut terhadap kurang lebih 18 (delapan belas)
Lembaga yang diduga melakukan pelanggaran dibidang
Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang
pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah perusahaan yang di identifikasi (undercover) dan

diproses secara hukum dalam rangka penanganan kasus.

Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran di Bidang PBK dan
SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh
pemeriksa dari Bappebti untuk menentukan ada atau tidak

adanya pelanggaran di bidang PBK dan SRG.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan :

a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang
adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang PBK dan SRG;

b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh
pemegang perizinan di bidang PBK dan SRG,;

c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran
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peraturan perundang-undangan di bidang PBK dan SRG.
Penerima manfaat dari kegiatan pemeriksaan terhadap pihak

yang melanggar PBK dan SRG ini adalah masyarakat.

Keluaran (output) dari kegiatan pemeriksaan terhadap
pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan
Sistem Resi Gudang ini adalah tersusunnya laporan hasil
pemeriksaan beserta rekomendasi yang didasarkan dari hasil
kegiatan pemeriksaan kurang lebih 22 (dua puluh dua)
Lembaga dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan

Sistem Resi Gudang pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

Jumlah pelaku usaha yang menjadi tujuan pemeriksaan karena

melakukan pelanggaran di bidang PBK dan SRG

Pemeriksaan Terhadap Entitas llegal di Bidang PBK dan
SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh
pemeriksa dari Bappebti untuk menentukan ada atau tidak
adanya pelanggaran di bidang PBK dan SRG.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan :

a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang
adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang PBK dan SRG;

b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh
pemegang perizinan di bidang PBK dan SRG;

c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya  perbuatan
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang PBK

dan SRG.
Penerima manfaat dari kegiatan pemeriksaan terhadap pihak

yang melanggar PBK dan SRG ini adalah masyarakat.

Keluaran (output) dari kegiatan pemeriksaan terhadap
pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan
Sistem Resi Gudang ini adalah tersusunnya laporan hasil

pemeriksaan beserta rekomendasi yang didasarkan dari hasil
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kegiatan pemeriksaan kurang lebih 12 (dua belas) Lembaga
dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi
Gudang pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah pelaku usaha ilegal yang menjadi tujuan
pemeriksaan karena melakukan pelanggaran di bidang
PBK dan SRG

Gelar Kasus terhadap Pelanggaran di Bidang PBK, SRG,
dan PLK

Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh kebenaran materil di
Bidang PBK dalam proses Pengawasan Pengamatan Pencarian
Pengumpulan Bahan Keterangan (WASMATCAPULBAKET)
dan Penyidikan. Gelar kasus dalam proses
WASMATCAPULBAKET merupakah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh Pemeriksa untuk memaparkan perkara yang
sedang dan telah dilakukan pemeriksaan guna menentukan
tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kegiatan gelar kasus dilakukan dengan mengadakan
pertemuan untuk menyamakan persepsi antara Bappebti
dengan aparat penegak hukum. Adapun proses Gelar Kasus
dalam proses pemeriksaan meliputi :

1. Persiapan

a. Penyiapan bahan paparan gelar kasus oleh tim PPNS;

b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar kasus; dan

c. Pengiriman surat undangan gelar kasus.

2. Pelaksanaan

a. Pembukaan gelar kasus oleh pimpinan gelar kasus;

b. Pemaparan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa
dengan menunjuk salah satu pemeriksa untuk
memaparkan hasil pemeriksaan dan/atau hambatan
selama pemeriksaan;

c. Tim Pemeriksa akan memberikan kesempatan kepada
peserta Gelar Kasus untuk memberikan saran atau

masukan atas pemaparan tersebut; dan
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d. Kesimpulan gelar kasus.
3. Kesimpulan
Tahapan ini berupa pendalaman terhadap kasus yang
sedang diperiksa atau menyepakati hal-hal tertentu
termasuk pengenaan saksi administratif dalam hal hasil
pemeriksaan merupakan pelanggaran administratif atau
meningkatkan status Wasmatcapulbaket menjadi
Penyidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran
pidana.
Keluaran (output) dari kegiatan gelar kasus terhadap
pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK ini adalah
terlaksananya gelar kasus dengan aparat penegak hukum
antara lain dari kepolisan, kejaksaan, dan instansi terkait
lainnya kurang lebih 2 (dua) dokumen pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah Gelar Kasus terhadap pelanggaran di bidang PBK,
SRG, dan PLK

Gelar Kasus terhadap Entitas llegal di Bidang PBK, SRG,
dan PLK
Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh kebenaran materil di
Bidang PBK dalam proses Pengawasan Pengamatan Pencarian
Pengumpulan Bahan Keterangan (WASMATCAPULBAKET)
dan Penyidikan. Gelar kasus dalam proses
WASMATCAPULBAKET merupakah suatu Kkegiatan yang
dilakukan oleh Pemeriksa untuk memaparkan perkara yang
sedang dan telah dilakukan pemeriksaan guna menentukan
tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kegiatan gelar kasus dilakukan dengan mengadakan
pertemuan untuk menyamakan persepsi antara Bappebti
dengan aparat penegak hukum. Adapun proses Gelar Kasus
dalam proses pemeriksaan meliputi :
1. Persiapan

a. Penyiapan bahan paparan gelar kasus oleh tim PPNS;

b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar kasus; dan
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c. Pengiriman surat undangan gelar kasus.
2. Pelaksanaan

a. Pembukaan gelar kasus oleh pimpinan gelar kasus;

b. Pemaparan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa
dengan menunjuk salah satu pemeriksa untuk
memaparkan hasil pemeriksaan dan/atau hambatan
selama pemeriksaan;

c. Tim Pemeriksa akan memberikan kesempatan kepada
peserta Gelar Kasus untuk memberikan saran atau
masukan atas pemaparan tersebut; dan

d. Kesimpulan gelar kasus.

3. Kesimpulan

Tahapan ini berupa pendalaman terhadap kasus yang

sedang diperiksa atau menyepakati hal-hal tertentu

termasuk pengenaan saksi administratif dalam hal hasil
pemeriksaan merupakan pelanggaran administratif atau
meningkatkan status Wasmatcapulbaket menjadi

Penyidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran

pidana.

Keluaran (output) dari kegiatan gelar kasus terhadap
pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK ini adalah
terlaksananya gelar kasus dengan aparat penegak hukum
antara lain dari kepolisan, kejaksaan, dan instansi terkait

lainnya kurang lebih 1 (satu) dokumen pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah Gelar Kasus terhadap pelanggaran pelaku usaha
ilegal di bidang PBK, SRG, dan PLK

Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pidana di bidang PBK
dan SRG
Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti awal yang
cukup tentang adanya tindak pidana di bidang PBK dan SRG
serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang
diperoleh.

Penerima manfaat dari kegiatan penyidikan terhadap
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pelanggaran pidana di bidang PBK dan SRG ini adalah :

1. Masyarakat
Kasus-kasus perdagangan berjangka dewasa ini semakin
marak dan modusnya pun semakin kompleks dengan
nasabah yang biasanya sebagai pihak yang dirugikan
akibat praktik Perdagangan Berjangka yang dilarang.
Adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak Nasabah serta penyelesaian kasus yang singkat,
murah, efektif dan efisien.

2. Pelaku Usaha
Melalui penanganan kasus yang dilakukan secara efektif,
profesional dan terencana tidak hanya kepentingan
nasabah yang dijamin, tetapi pelaku usaha juga akan
terlindungi.

3. Pemerintah
Penegakan hukum di bidang Perdagangan Berjangka dan
Sistem Resi Gudang yang dilakukan secara konsisten akan
membantu  pemerintah  dalam mencapai  tujuan
pembangunan nasional serta meningkatkan citra
pemerintah.

Keluaran (output) kegiatan dari kegiatan penyidikan terhadap

pelanggaran pidana di bidang PBK dan SRG ini adalah

tercapainya pelaksanaan penyidikan di bidang PBK dan SRG

kurang lebih 8 (delapan) Lembaga dalam tahun anggaran

2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah pelaku usaha yang menjadi tujuan penyidikan
karena melakukan pelanggaran di bidang PBK dan SRG.

Penyidikan Terhadap Entitas llegal di bidang PBK, SRG,
dan PLK

Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti awal yang
cukup tentang adanya tindak pidana di bidang PBK dan SRG
serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang

diperoleh.
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Penerima manfaat dari kegiatan penyidikan terhadap

pelanggaran pidana di bidang PBK dan SRG ini adalah :

1. Masyarakat
Kasus-kasus perdagangan berjangka dewasa ini semakin
marak dan modusnya pun semakin kompleks dengan
nasabah yang biasanya sebagai pihak yang dirugikan
akibat praktik Perdagangan Berjangka yang dilarang.
Adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak Nasabah serta penyelesaian kasus yang singkat,
murah, efektif dan efisien.

2. Pelaku Usaha
Melalui penanganan kasus yang dilakukan secara efektif,
profesional dan terencana tidak hanya kepentingan
nasabah yang dijamin, tetapi pelaku usaha juga akan
terlindungi.

3. Pemerintah
Penegakan hukum di bidang Perdagangan Berjangka dan
Sistem Resi Gudang yang dilakukan secara konsisten akan
membantu  pemerintah  dalam mencapai  tujuan
pembangunan nasional serta meningkatkan citra
pemerintah.

Keluaran (output) kegiatan dari kegiatan penyidikan terhadap

entitas ilegal pidana di bidang PBK, SRG, dan PLK ini adalah

tercapainya pelaksanaan penyidikan di bidang PBK, SRG, dan

PLK kurang lebih 6 (enam) Lembaga dalam tahun anggaran

2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah pelaku usaha yang menjadi tujuan penyidikan
karena melakukan pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan
PLK.

Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan persamaan persepsi
antara Bappebti sebagai pengawas dan aparat penegak hukum

di daerah dalam rangka penegakan hukum di bidang PBK
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tersebut dapat diselesaikan secara optimal.
Penerima manfaat dari kegiatan rapat koordinasi dengan aparat
penegak hukum ini adalah instansi yang terkait dengan
penegakan hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan baik di pusat
maupun daerabh.
Kegiatan rapat koordinasi dilakukan dengan mengadakan
pertemuan untuk menyamakan persepsi antara Bappebti
dengan aparat penegak hukum. Hal-hal yang perlu
dikoordinasikan antara lain :

— Pemahaman tentang perdagangan berjangka

— Perkembangan perdagangan berjangka

— Inventarisasi kasus-kasus

— Gelar perkara

— Modus operandi pelanggaran perdagangan berjangka

— Sanksi pidana

— Teknis penyidikan

— Pemberian keterangan ahli.
Keluaran (output) dari kegiatan rapat koordinasi ini adalah
terlaksananya rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum
antara lain dari kepolisan, kejaksaan, dan instansi terkait
lainnya kurang lebih 1 (satu) dokumen pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Partisipasi sebagai Anggota Satgas PASTI

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara
Bappebti dan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam
Satgas Waspada Investasi dengan tujuan pencegahan dan
penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang
penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
Penerima manfaat dari kegiatan partisipasi sebagai Satgas
Waspada Investasi ini adalah instansi terkait yang tergabung
dalam Satgas Waspada Investasi baik di pusat maupun di
daerah.

Kegiatan partisipasi sebagai Satgas Waspada Investasi (PASTI)
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dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam rangka

pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan

hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal-hal

yang perlu dikoordinasikan antara lain :

— Pemahaman tentang perdagangan berjangka;

— Perkembangan perdagangan berjangka;

— Inventarisasi  kasus-kasus di bidang Perdagangan
Berjangka;

— Modus operandi pelanggaran di bidang dan/atau berkedok
perdagangan berjangka;

— Pencegahan tindakan melawan hukum di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi;

— Penanganan dan/atau pelaporan dugaan tindakan melawan
hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

— Pertukaran data dan/atau informasi;

— Pemberian keterangan abhli.

Keluaran (output) dari kegiatan Partisipasi sebagai Satgas

Waspada (PASTI) Investigasi ini adalah terlaksananya

Partisipasi sebagai Anggota Satgas PASTI kurang lebih 5 (lima)

dokumen pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah Partisipasi sebagai Anggota Satgas PASTI.

. Partisipasi dalam rangka koordinasi dengan Aparat
Penegak Hukum dan Instansi Lain

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara
Bappebti dan  Kementerian/Lembaga dengan tujuan
pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan
hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan
pengelolaan investasi.

Penerima manfaat dari kegiatan partisipasi dalam rangka
koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lain ini
adalah Kementerian/Lembaga terkait baik di pusat maupun di

daerah.
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Kegiatan partisipasi dalam rangka koordinasi dengan Aparat

Penegak Hukum dan Instansi Lain dilakukan dengan

mengadakan pertemuan dalam rangka pencegahan dan

penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal-hal yang perlu

dikoordinasikan antara lain :

— Pemahaman tentang perdagangan berjangka;

— Perkembangan perdagangan berjangka;

— Inventarisasi  kasus-kasus di bidang Perdagangan
Berjangka;

— Modus operandi pelanggaran di bidang dan/atau berkedok
perdagangan berjangka;

— Pencegahan tindakan melawan hukum di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi;

— Penanganan dan/atau pelaporan dugaan tindakan melawan
hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

— Pertukaran data dan/atau informasi;

— Pemberian keterangan ahli.

Keluaran (output) dari kegiatan Partisipasi dalam rangka

koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lain ini

adalah terlaksananya Partisipasi dalam rangka koordinasi

dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lain kurang lebih

5 (lima) dokumen pada tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
¢ Jumlah pelaksanaan Partisipasi dalam rangka koordinasi

dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lain.

. Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS Bappebti

Kegiatan ini mengandung arti suatu proses pembaharuan dan
penyempurnaan yang dilakukan dengan usaha, tindakan dan
kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk
memperoleh hasil yang lebih baik. Salah satu aspek penting
dalam pembinaan PPNS adalah masalah pembinaan SDM
adalah melalui peningkatan kemampuan profesional, integritas

moral dan disiplin  PPNS melalui pendidikan dasar dan
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pendidikan berlanjut.

Penerima manfaat dari peningkatan kapasitas PPNS Bappebti
adalah pegawai Bappebti khususnya PPNS di bidang PBK dan
SRG di lingkungan Bappebiti.

Keluaran (output) dari peningkatan kapasitas PPNS Bappebti
yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas PPNS Bappebti kurang lebih 6 (enam) dokumen pada
tahun 2025.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapsitas
PPNS Bappepti.

. Monitoring dan Evaluasi Penyidik PNS

Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan PPNS yang
masih ada yang nantinya diharapkan mampu melakukan tugas
pemeriksaan dan penyidikan, dalam rangka menegakkan dan
mewujudkan supremasi hukum di negara tercinta ini. Oleh
karena itu, Bappebti bekerjasama dengan Pusdik Reskrim
POLRI Mega Mendung Bogor menyelenggarakan kegiatan
peningkatan kapasitas PPNS Bappebti sebagai bekal
pengembangan kemampuan, integritas dan komitmen dalam
menjalankan tugas penegakan hukum sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya
posisi Penyidik PNS Bappebti dalam melaksanakan penegakan
hukum, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk
mendukung kinerja terbaik dari PPNS Bappebti.

Penerima manfaat dari peningkatan kapasitas PPNS Bappebti
adalah pegawai Bappebti khususnya PPNS di bidang PBK dan
SRG di lingkungan Bappebti.

Keluaran (output) dari peningkatan kapasitas PPNS Bappebti
yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi PPNS Bappebti kurang lebih 1 (satu) dokumen pada
tahun 2025.
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Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah PPNS Bappepti yang telah di monitor dan di

evaluasi.
. Pembentukan PPNS Bappebti

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan PPNS Bappebti yang
saat ini sangat terbatas dalam melaksakan tugas pokok dan
fungsinya, maka untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Kementerian Perdagangan, dengan
mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta
arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka
dilakukan program-program Kementerian yang salah satunya
merupakan program peningkatan Perdagangan Berjangka
Komoditi, salah satunya dengan meningkatan pelayanan hukum

melalui penyelesaian penyidikan di bidang PBK dan SRG.

Dengan kuantitas PPNS di lingkungan BAPPEBTI yang sangat
terbatas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan jumlah
pegawai yang nantinya diharapkan mampu melakukan tugas
sebagai PPNS dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan,
untuk menegakkan dan mewujudkan supremasi hukum di
Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka BAPPEBTI
bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Pusdik
Reskrim POLRI menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan PPNS BAPPEBTI sebagai bekal pengembangan
kemampuan, integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas
penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Penerima manfaat dari Pembentukan PPNS di bidang PBK
adalah pegawai Bappebti khususnya calon PPNS di bidang
PBK dan SRG.

Keluaran (output) kegiatan yaitu terlaksananya pelaksanaan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PPNS di bidang PBK dan
SRG kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pada tahun 2025.
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Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
¢ Jumlah Pegawai Bappepti yang telah mengikuti pelatihan
PPNS.

-Output ketiga Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum
tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK yang di
dukung 1 sub kegiatan yaitu:

1. Layanan Asistensi Hukum dalam Penanganan Kasus PBK,

SRG dan PLK
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan asistensi hukum
kepada pihak-pihak yang memerlukan antara lain instansi
terkait, baik di pusat maupun di daerah, aparat penegak hukum,
pelaku usaha PBK, SRG dan PLK serta masyarakat lain yang
memerlukan.
Penerima manfaat dari kegiatan asistensi hukum dalam
penanganan kasus Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas ini adalah instansi
terkait di daerah baik dinas maupun kepolisian.
Tahapan pelaksanaan Asistensi Hukum adalah sebagai berikut:
a. ldentifikasi permasalahan dengan instansi terkait mengenai
peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK;
b. Persiapan pelaksanaan asistensi hukum;
c. Persiapan Penyusunan Materi Bahasan yang akan
dikonsultasikan;
d. Pelaksanaan pemberian asistensi kepada instansi dan
lembaga terkait;
e. Penyusunan laporan.
Keluaran (output) dari kegiatan asistensi hukum dalam
penanganan kasus di bidang PBK, SRG dan PLK ini adalah
terjalinnya konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum dengan
instansi terkait yang berjalan secara terus menerus setiap
tahunnya kurang lebih 10 (sepuluh) pemenuhan Saksi Ahli dan

Asistensi.
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Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

¢ Jumlah konsultasi, asistensi atau pelayanan hukum.

- Output keempat Persentase Pemenuhan Litigasi dan

Penanganan Perselisihan yang di dukung 1 sub kegiatan

yaitu:

1. Layanan Hukum terkait Berperkara di badan peradilan

1.

dan/atau penyelesaian perselisihan di Bidang PBK, SRG,
dan PLK

Kegiatan ini diarahkan untuk menangani setiap perkara gugatan
hukum yang ditujukan kepada Bappebti dan menyelesaikan
perkara gugatan tersebut.

Penerima manfaat dari kegiatan penanganan perkara gugatan
hukum ini adalah Bappebti.

Keluaran (output) dari kegiatan Penanganan perkara gugatan
hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem
Resi Gudang ini adalah tertanganinya perkara gugatan hukum
yakni dengan mengikuti proses jawab-jinawab di setiap
persidangan, terdokumentasinya gugatan, jawaban, replik,
duplik, barang bukti, pada setiap persidangan, dan adanya
laporan hasil persidangan terhadap kurang lebih 8 (delapan)
Penanganan dan Pendampingan Kasus/Gugatan Hukum di
Bidang PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

e Jumlah penanganan perkara yang ditangani

Output kelima Persentase Penegakan dan Pelayanan Hukum
di Bidang Aset Kripto yang di dukung 2 sub kegiatan yaitu:
Penegakan Hukum di Bidang Aset Kripto

Kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan kegiatan
perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif
serta dalam suasana persaingan yang sehat dan terciptanya
penegakan hukum di bidang aset kripto.

Penerima manfaat dari kegiatan Penegakan hukum di Bidang

Aset Kripto adalah masyarakat.
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Keluaran (output) dari kegiatan Penegakan hukum di Bidang
Aset Kripto adalah sanksi administratif yang diberikan kepada
pelaku usaha kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) dari
jumlah penegakan hukum di bidang aset kripto yang telah

diberikan.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

¢ Jumlah sanksi administratif yang diberikan

2. Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan asistensi hukum
kepada pihak-pihak yang memerlukan antara lain instansi
terkait, baik di pusat maupun di daerah, aparat penegak hukum,
pelaku usaha PBK dan SRG serta masyarakat lain yang
memerlukan. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau
pelayanan hukum juga terdapat Kkegiatan penanganan
pengaduan. Di bidang pelayanan hukum, Bappebti menerima
dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan
Perdagangan Berjangka.

Penerima manfaat dari kegiatan Pelayanan hukum di Bidang
Aset Kripto adalah masyarakat dan instansi terkait.

Keluaran (output) dari kegiatan Pelayanan hukum di Bidang
Aset Kripto adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat
atau instansi terkait kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah pelayanan hukum di bidang aset kripto yang telah

diberikan.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :
e Jumlah pelayanan hukum yang diberikan

-Output keenam Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan

Konsultasi Hukum yang didukung 2 sub kegiatan yaitu:

1. Layanan Pengaduan dalam Penanganan Kasus PBK dan
SRG
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan layanan pengaduan.
Seringkali dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi

terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh karena itu
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Bappebti memberikan wadah sebagai pengaduan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Penerima manfaat dari kegiatan layanan pengaduan dalam
penanganan kasus Perdagangan Berjangka Komoditi dan
Sistem Resi Gudang ini adalah masyarakat.

Keluaran (output) dari kegiatan layanan pengaduan dalam
penanganan kasus PBK dan SRG ini adalah penanganan

pengaduan masyarakat di Bidang PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

¢ Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

Asistensi Hukum dalam Penanganan Kasus PBK dan SRG
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan asistensi hukum
kepada pihak-pihak yang memerlukan antara lain instansi
terkait, baik di pusat maupun di daerah, aparat penegak hukum,
pelaku usaha PBK dan SRG serta masyarakat lain yang
memerlukan.
Penerima manfaat dari kegiatan asistensi hukum dalam
penanganan kasus Perdagangan Berjangka Komoditi dan
Sistem Resi Gudang ini adalah instansi terkait di daerah baik
dinas maupun kepolisian.
Tahapan pelaksanaan Asistensi Hukum adalah sebagai berikut:
a. ldentifikasi permasalahan dengan instansi terkait mengenai
peraturan di bidang PBK dan SRG;
b. Persiapan pelaksanaan asistensi hukum;
c. Persiapan Penyusunan Materi Bahasan yang akan
dikonsultasikan;
d. Pelaksanaan pemberian asistensi kepada instansi dan
lembaga terkait;

e. Penyusunan laporan.
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Keluaran (output) dari kegiatan asistensi hukum dalam
penanganan kasus di bidang PBK dan SRG ini adalah
terjalinnya konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum dengan
instansi terkait yang berjalan secara terus menerus setiap
tahunnya kurang lebih 10 (sepuluh) pemenuhan Saksi Ahli dan

Asistensi.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

o Jumlah konsultasi, asistensi atau pelayanan hukum.
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BAB IV
PENUTUP

Biro Perundang- Rencana kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK

undangan PBK, Bappebti tahun 2025 ini disusun dalam rangka menjaga

SRG, dan PLK

Bappebti kesinambungan arah dan pedoman pelaksanaan penyelengaraan
mendukung . .
program pengawasan dan pengaturan perdagangan berjangka komoditi,
kegiatan sistem resi gudang dan pasar lelang dalam merumuskan dan
Bappebti

melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk itu perlu

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

o Seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perundang-undangan PBK,
SRG, dan PLK Bappebti secara bersama-sama mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan rencana kerja tahun 2025

dengan sebaik-baiknya.

o Rencana kerja ini di dalamnya juga terdapat target-target yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Perundang-
undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti tahun 2023 dan
menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Biro Perundang-
undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti dalam melaksanakan
kegiatan tahun 2025.

o Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti
berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana kerja tahun
2025 dengan rencana kerja unit-unit kerja di lingkungan Biro
Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti.

o Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan rencana kerja
tahun 2025, seluruh bagian di lingkungan Biro Perundang-
undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti berkewajiban
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap
pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dalam keterkaitannya
dengan Rencana Strategis Bappebti Kementerian Perdagangan
Tahun 2025.
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Selanjutnya, Rencana Kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG,
dan PLK Bappebti tahun 2025 ini segera dapat diimplementasikan
dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter
pencapaian sasaran-sasaran yang terdapat dalam lampiran

dokumen Rencana Kerja.




LAMPIRAN 1A
FORMULIR

RENCANA KERJA
RORUNDAK

TAHUN 2025



FORMULIR RENCANA KERJA

BIRO PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN

PENINDAKAN 2025

SASARAN
SATUAN
URAIAN OUTPUT INDIKATOR TARGET TARGET
Meningkatnya hasil Persentase Regulasi di bidang PBK, 95 Persentase
pelayanan hukum SRG, dan PLK yang diuji publik
terhadap Pelaku Usaha | Persentase Realisasi Pengenaan
di Bidang Perdagangan | Sanksi atau Penindakan lebih lanjut
Berjangka Komoditi, Berdasarkan Rekomendasi Hasil 100 Persentase
Sistem Resi Gudang, Identifikasi, Pemeriksaan Teknis,
dan Pasar Lelang Pemeriksaan dan Penyidikan
Komoditas Persentase Pemenuhan Konsultasi
hukum tentang Peraturan di Bidang 87 Persentase
PBK, SRG dan PLK
Persentase Pemenuhan Litigasi dan
i 90 Persentase
Penanganan Perselisihan
Persentase Hasil Penegakan dan
Pelayanan Hukum di Bidang Aset 89 Persentase
Kripto
Indeks Kepuasan Layanan 87 Nilai
Pengaduan dan Konsultasi Hukum
Mengetahui,

Kepala Biro Peraturan

Perundang- Undangan Dan
Penindakan

N

ALDISON




LAMPIRAN 2

FORMULIR APLIKASI KRISNA
(KOLABORASI PERENCANAAN
DAN INFORMASI KINERJA
ANGGARAN) BAPPENAS
TAHUN 2025
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